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ABSTRAK 

Bundo Kanduang merupakan salah satu tokoh sentral dari golongan 

perempuan di Minangkabau. Adat Minangkabau memberikan keutamaan hak-hak 

khusus kepadanya. Dengan keutamaan dan hak tersebut, Bundo Kanduang dalam 

sistem Pemerintahan Nagari direpresentasikan kepada salah satu anggota Badan 

Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai perwakilan dari golongan 

perempuan. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 

tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, keutamaan dan hak-hak Bundo 

Kanduang masih banyak menimbulkan pertanyaan yang meragukan dari 

masyarakat karena pembahasan tentang Bundo Kanduang masih sedikit. Seakan-

akan Peraturan Daerah ini belum merealisasikan hak-hak perempuan, dan terdapat 

diskriminasi. Yang menjadi pertanyaan untuk menjawabnya apakah Peraturan 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan 

Nagari telah memberikan hak-hak Bundo Kanduang sebagaimana yang terdapat 

dalam sistem adat Minangkabau? Bagaimana al-‘adatul muhakkamah untuk 

memandang eksistensi perempuan di Minangkabau dan siyâsah dustûriyyah 

memandang Peraturan Daerah tersebut? 

Penelitian merupakan jenis library research dan teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pertanyaan di atas 

dijawab menggunakan konsep al-‘adatul muhakkamah dan siyâsah dustûriyyah. 

Penelitian ini dimulai dengan menganalisa eksistensi perempuan dalam tradisi 

Bundo Kanduang di Minangkabau dan melihat sejauh mana Pemerintahhan 

Daerah menerapkan Perlindungan Hukum terhadap Bundo Kanduang dalam 

Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang 

Pemerintahan Nagari. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bundo kanduang di Minangkabau 

memiliki kedudukan dan posisi yang menentukan di kehidupan bermasyarakat 

dengan keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabung dalam 

institusi, serta masuk ke dalam struktur Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan 

Daerah Kab.50 Kota No.2/2013 pemerintah daerah belum menetapkan kepastian 

dan perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dari sisi materil peraturan, 

akan tetapi, dalam Perda ini telah terdapat segi substansi telah memenuhi hak-hak 

bundo kanduang. 

 

Kata Kunci: Minangkabau, Pemerintahan Nagari, Bundo Kanduang, Perempuan, 

Peraturan Daerah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alīf Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dâd ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 



 

ix 

 

 Tâ’ ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Zâ’ ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

دةَ  Ditulis Muta’addidah مُتعَدَ ِّ

دَّة  Ditulis ‘iddah عِّ

 

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 

كْمَة   Ditulis ḥikmah حِّ



 

x 

 

زْيَة   Ditulis Jizyah جِّ

2. Bila ta’ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَرَامَةُ الْْوَْلِّياَء 

3. Bila ta’ Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fiṭr زَكَاةُ الْفِّطْرِّ 

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥaḥ Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـِ

 ḍammah Ditulis U ـُ

 

E. Vokal Panjang 

1 
fatḥaḥ+alif 

لِّيَّة  جَاهِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyyah 

2 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 تنَْسَى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3 
Kasrah+ya’ Mati 

يْم  كَرِّ

Ditulis 

Ditulis 

Ῑ 

Karīm 

4 
ḍammah+wawu mati 

 فرُُوض 

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 بَيْنكَُمْ 

Ditulis 

Ditulis 

Ai  

bainakum  

2 
fatḥaḥ+wawu mati 

 قَوْل 

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda 

apostrof (‘) 
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 Ditulis a’antum أأَنَْتمُ 1

 Ditulis La’in syakartum لَئِّنْ شَكَرْتمُْ  2

 

H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandangAlīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān ألَْقرُْآن

 Ditulis Al-Qiyās آلْقِّياَس

 

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā الَسَّمَاءَ

 Ditulis as-Syams الَشَّمْس 

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).  

 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

                    Ditulis Żawȋ al-furūḍ 

 Ditulis ahl as-Sunnah أهَْلِّ السُّنَّة 

 

K. Pengecualian 

              Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, 

seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, 

Mizan. 
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KATA PENGANTAR 
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دٍ وَعَلَى الَِهِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِيْنَ  وَنصَُل ِيْ وَنُسَل ِمُ  عَلَى خَيْرِ اْلأنَاَمِ سَي ِدِنَا مُحَمَّ  

ا بَعْدُ   .أمََّ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Minangkabau merupakan wilayah kultur yang meliputi daerah administratif 

dan kebudayaan unik yang menganut sistem matrilineal, yaitu sistem adat yang 

mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu 

jalinan kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan matrilineal 

di Minangkabau sudah mengakar sejak lama dan menjadi faktor yang membentuk 

masyarakatnya hingga sekarang. 

Secara singkat, sistem kekerabatan matrilineal diartikan sebagai susunan 

kekerabatan menurut garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.1 Sistem 

kekerabatan matrilineal Minangkabau mempunyai karakteristik, yaitu: 1) 

Keturunan menurut garis keturunan ibu. 2) Suku terbentuk menurut garis 

keturunan ibu. 3) Setiap orang harus menikah dengan orang luar sukunya 

(exogami). 4) Perempuan memegang seluruh kekayaan suku/keluarga, dan pihak 

yang berkuasa adalah anak laki-laki tertua suku tersebut. Kemudian mengatur 

organisasi masyarakat, lembaga adat, dan mengatur pemerintahan di Nagari. 5) 

Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami ke rumah istri.2 

 

 
1 Iva Ariani, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi 

Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia), Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1, 

(Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2015) hlm. 39 

2 http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-

dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/. Diakses tanggal 20 November 2019 

http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/
http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/
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Di Minangkabau yang disebut dengan Nagari3 adalah sebuah lembaga yang 

setara dengan Desa. Nagari adalah suatu kesatuan teritorial masyarakat hukum 

adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keturunan 

ibu (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.4 Nagari di 

Minangkabau diperintah oleh Pemerintahan Nagari5 yang bertugas sebagai 

penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

Secara historis Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan 

tradisional yang diperintah oleh penghulu suku yang memiliki kewenangan yang 

sederajatnya dan tergabung ke dalam sebuah kerapatan adat.6 Pemerintahan 

Nagari berwenang mengatur rumah tangganya dan mengambil keputusan untuk 

kepentingan rumah tangganya serta menjalankan semua peraturan lebih tinggi. 

Selain itu, Pemerintahan Nagari mempunyai hak untuk mengambil tindakan yang 

ditugaskan kepadanya.7 

 
3 Nagari adalah masyarakat hukum adat yang terdiri dari wilayah dan batas-batasnya, dan 

memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan filosofi 

adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). (Peraturan Daerah 

Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 Nomor 

7) 

4 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Pemerintahan Nagari Pasal 1 Nomor 9 

5 Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di 

wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 8) 

6 LKAAM, Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau, (Padang: Yayasan Sako 

Batuah, 2000) hlm. 20 

7 Iskandar Kemal, Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tinjauan 

tentang Kerapatan Adat, Edisi II, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hlm. 205 
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Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin Pemerintahan Nagari 

adalah Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang. 

Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di Nagari 

seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Nagari 

(BAMUS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali 

Nagari.8 

Struktur pemerintahan dalam Nagari terdiri dari Wali Nagari yang 

memimpin Pemerintahan Nagari. Kemudian Badan Pemusyawaratan Nagari yang 

disebut BAMUS. BAMUS adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang bertugas dan berwenang untuk 

mengurus dan mengatur masyarakat dalam suatu Nagari.9 

BAMUS mempunyai anggota yang terdiri dari tokoh adat atau kepala suku 

yang disebut Niniak Mamak, dan tokoh agama yaitu Alim Ulama, kemudian dari 

tokoh cendikiawan yang disebut Cadiak Pandai, serta dari kalangan perempuan 

disebut Bundo Kanduang10 dan komponen masyarakat lainnya yaitu dari kalangan 

dubalang (pemuda).11 

Bundo Kanduang sebagai salah satu anggota BAMUS menjadi menarik, 

mengingat bundo kanduang secara harfiah di Minangkabau adalah ibu sejati12 

 
8 Busyro, Peranan Lembaga Keagamaan Lokal dalam Melahirkan dan Mengawal Fatwa 

Keagamaan, Jurnal Islam dan Realitas Sosial, 2015, Volume 8, Nomor 1, hlm. 182 

9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 … Pasal 1 Nomor 11 

10 Ibid, Pasal 12 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 43 Ayat (2) 

12 Idrus Hakimy, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 1994) hlm.41 
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dalam sebuah Nagari. Selain itu, dalam Tambo13 Bundo Kanduang disebutkan 

sebagai institusi perempuan.14 Secara fungsional mengacu kepada perempuan 

senior atau ibu utama dalam keluarga matrilineal Minangkabau, yang memiliki 

kepribadian kuat, bijak dan adil, serta mampu membuat keputusan yang bijak dan 

adil.15 

BAMUS sebagai lembaga demokrasi untuk mengurus dan mengatur 

masyarakat dalam suatu Nagari, menjadikan lembaga ini mempunyai peranan 

penting dalam Nagari. Jika dilihat masing-masing Nagari di Minangkabau 

memiliki BAMUS-nya masing-masing. Dengan kata lain, Bundo Kanduang 

terlibat aktif dalam sistem pemerintahan nagari. Dalam penelitian ini, yang ingin 

diteliti adalah eksistensi dan sejauh mana pembahasan tentang Bundo Kanduang 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Pemerintahan Nagari. 

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini terdiri dari 16 bab dan 

154 pasal. Bab yang khusus membahas tentang BAMUS adalah bab 5 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Bab 5 tersebut pada bagian tiga 

 
13 Tambo berasal dari Bahasa sanskerta, tambay atau tambe yang berarti awal atau bermula. 

Dan merupakan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang penting dan berisi kisah yang 

disampaikan secara lisan. (dikutip dari buku A.A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru, Cetakan II 

(Jakarta: PT Pustaka Grafitipers Anggota IKAPI, 1986) hlm. 45 

14 Datoek Toeah, Tambo Alam Minangkabau, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1984) hlm. 

219 

15 Noni Sukmawati, Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan Bagurau; 

Gambaran Perubahan Sosial Minangkabau, Laporan Penelitian, (Padang: Universitas Andalas, 

2006) hlm. 50 
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membahas tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang terdiri dari 12 pasal yang 

menjelaskan tentang BAMUS Nagari, yaitu pasal 41 sampai pasal 53.16 

Jika dilihat dalam Term kajian keIslaman, Islam sebagai sebuah ajaran 

memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Dalam Islam tidak ada 

dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Islam 

mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta 

kepribadian yang independen. Hal itu dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa 

perempuan adalah partner (pasangan dan saudara)17 sehingga kedudukan serta 

hak-haknya hampir dikatakan sama dengan laki-laki.18 

Dari gambaran di atas, peneliti berniat melakukan penelitian tentang: Bundo 

Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 

2013 Tentang Pemerintahan Nagari. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi permasalahan pembahasan di 

atas, maka akan ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:  

 
16 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Pemerintahan Nagari 

17 Setelah sepuluh tahun Rasulullah SAW wafat, perempuan dihadapkan pada otoritas 

politik yang memapankan nilai androsentrisme. Pada masa itulah yang menjadi jembatan 

androsentrisme dalam islam dan dilembagakan secara halus melalui ajaran kitab tafsir, hadis dan 

fiqih, serta dikembangkan hingga sekarang. Perempuan memiliki posisi sentral yang diakui 

ketinggian spiritualnya yang bisa melebihi laki-laki. Sebagaimana kata Ibnu Arabi, sufi sejati 

adalah mereka yang merubah dirinya menjadi sifat perempuan. (Masri S.S, Syari’at Islam dan 

Perempuan, Serambi Indonesia, Edisi 1 Februari 2008) 

18 Agustin Hanafi, Peran Perempuan dalam Islam, Jurnal Gender Equality: International 

Journal of Child and Gender Studies, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015 (Banda Aceh: Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015) hlm. 16-19 
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1. Bagaimana eksistensi perempuan dalam tradisi Bundo Kanduang di 

Minangkabau? 

2. Bagaimana Pemerintah Daerah menerapkan perlindungan hukum 

terhadap Lembaga Bundo Kanduang perspektif Siyasah Syar’iyyah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan dan koreksi 

terhadap atau menguji kebenaran ilmu yang telah ada.19 Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mencari dan mengetahui eksistensi perempuan dalam tradisi Bundo 

Kanduang di Minangkabau. 

2. Mencari dan mengetahui, serta menganalisis sejauh mana Pemerintah 

Daerah menerapakan perlindungan hukum terhadap Lembaga Bundo 

Kanduang yang ditinjau dengan kajian siyasah syar’iyyah. 

Dan Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, supaya dapat menambah literatur khususnya dalam 

bidang Hukum Tata Negara (Siyâsah), sehingga dapat berguna terutama 

penelitian selanjutnya yang mengambil fokus pada kajian normatif 

mengenai Bundo Kanduang dan kajian Perundang-undangan. 

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan dan 

sumber informasi serta bahan komparasi bagi para peneliti lain yang 

akan mengangkat masalah serupa. 

 
19 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian, Cetakan II, (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota 

IKAPI), 2010) hlm. 8-9 
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D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang 

pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan.20 Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan 

penelitian yang ada sebelumnya, maka dilakukan pengamatan terkait penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Sampai saat ini penelitian tentang peran, tugas dan wewenang Bundo 

Kanduang (perempuan Minangkabau) telah banyak dilakukan. Akan tetapi, 

sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan penelitiannya 

tentang Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah 

Dusturiyah. 

Adapun karya-karya terkait yang menulis tentang Bundo Kanduang di 

Minangkabau, di antaranya: 

Buku karya Nina Andriana dkk, tentang Perempuan, Partai Politik, dan 

Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal.21 Buku 

ini di terbitkan oleh PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI) pada tahun 2012 atas 

kerjasama Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan 

Konrad Adenauer Stiftung. Kemudian buku ini membahas tentang partisipasi 

politik perempuan di Indonesia dan factor-faktor yang menghambat peran serta 

 
20 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, 

(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Press, 2009) hlm. 3 

21 Nina Andriana, dkk, Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota 

Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI), 2012) 
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perempuan. Kemudian membahas kurangnya peran serta perempuan di bidang 

perpolitikan. 

Jurnal yang disusun oleh Sismarni tentang Perubahan Peranan Bundo 

Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern.22 dibahas dalam 

jurnal ilmiah dan kajian Gender Volume 1, Nomor 1, 2011, Jurnal ini membahas 

tentang perubahan fungsi Bundo Kanduang yang ideal menurut pepatah 

Minangkabau dan faktor-faktor penyebab bergesernya peran dan tugas Bundo 

Kanduang Minangkabau. Serta menjelaskan bagaimana peran Bundo Kanduang 

dulu dan sekarang. 

Jurnal yang disusun oleh Iva Ariani tentang Nilai Filosofis Budaya 

Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak 

Perempuan di Indonesia),23 dibahas dalam jurnal filsafat Vol. 25, No. 1, Februari 

2015 yang diterbitkan oleh Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Jurnal ini 

membahas tentang nilai-nilai filosofis dari budaya matrilineal di Minangkabau 

serta menjelaskan relevansi filsafat matrilineal Minangkabau terhadap penegakan 

hak-hak perempuan di Indonesia. 

Jurnal yang disusun oleh Gusna Ronsi tentang Citra Perempuan dalam 

Peribahasa Minangkabau,24 dibahas dalam jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 

 
22 Sismarni, Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat 

Minangkabau Modren, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 1, (Padang: IAIN Imam 

Bonjol, 2011) 

23 Iva Ariani, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi 

Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia), Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1, 

(Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2015) 

24 Gusna Ronsi, Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau, Jurnal Ilmu Sosial dan 

Humaniora, Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, (Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan 

Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, 2011) 
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Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, April 2011, diterbitkan oleh Pusat Studi 

Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB 

Universitas Andalas, Padang. Dan membahas tentang aspek-aspek citra diri 

perempuan Minangkabau seutuhnya sebagai cerminan realitas kehidupan 

masyarakat Minangkabau. 

Jurnal yang disusun oleh Erianjoni tentang Pergeseran Citra Wanita 

Minangkabau: Dari Konsepsi Ideal-Tradisional ke Realitas,25 dibahas dalam 

jurnal Ilmiah Kajian Gender. Dan jurnal ini membahas tentang transformasi yang 

terjadi dan dihadapi wanita Minangkabau dengan melihat dari citra ideal-

tradisional ke realitas sosial. 

Jurnal yang disusun oleh Zainal Arifin tentang Bundo Kanduang (hanya) 

Pemimpin di Rumah (Gadang),26 dibahas dalam jurnal Antropologi Indonesia, 

Volume 34, Nomor 2, tahun 2013, diterbitkan oleh Departemen Antropologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dan jurnal ini 

membahas tentang kritikan posisi dan kedudukan Bundo Kanduang yang 

didominasi oleh laki-laki yaitu, Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di mana Bundo 

Kanduang tidak terlalu berperan di nagari dan perannya yang maksimal hanya di 

rumah Gadang. 

 
25 Erianjoni, Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi dan Ideal-Tradisional 

ke Realitas, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 2, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 

2011) 

26 Zainal Arifin, Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang), Jurnal 

Antropologi Indonesia, Volume 34, Nomor 2, 2013 (Departemen Antropologi: Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2013) 
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Jurnal yang disusun oleh Agustin Hanafi tentang Peran Perempuan dalam 

Islam.27 Dibahas dalam jurnal Gender Equality: International Journal of Child 

and Gender Studies, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, diterbitkan oleh Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015. Dan jurnal ini 

membahas tentang kedudukan dan posisi perempuan dalam Islam, serta 

membahas kemuliaan perempuan dalam Islam dan bagaimana perempuan 

dimuliakan di Aceh. 

Skripsi yang disusun oleh Desi Evayanti. R tentang Peran BAMUS dalam 

Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan 

Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012,28 karya ini diterbitkan oleh 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun 2011. 

Penelitian ini berisi tentang praktik fungsi BAMUS Nagari terhadap kinerja 

Pemerintahan Nagari, tugas dan wewenang BAMUS Nagari, yaitu mengawasi 

kinerja wali nagari di Nagari Kapau Kabupaten Agam. Serta penelitian ini 

menjelaskan pengawasan BAMUS nagari terhadap Pemerintahan Nagari 

melakukan kesalahan. 

Penelitian yang disusun oleh Amaliatulwalidain tentang Representasi Peran 

Politik Bundo Kanduang pada Sistem Pemerintahan Nagari dalam Upaya 

 
27 Agustin Hanafi, Peran Perempuan dalam Islam, Jurnal Gender Equality: International 

Journal of Child and Gender Studies, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015 (Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015) 

28 Desi Evayanti R tentang Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan 

Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012, 

(Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand, 2011) 
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Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat.29 Penelitian ini dibahas pada 

Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri. 

Kemudian penelitian ini membahas tentang keterlibatan Bundo Kanduang sebagai 

unsur terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di nagari terutama 

kedudukannya di BAMUS nagari. 

Penelitian yang disusun oleh Refdiana tentang Pelaksanaan Tugas Pokok 

Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukanya Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 

2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat).30 

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY. 

Kemudian penelitian ini membahas tentang sebuah deskripsi mengenai 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari di Minangkabau setelah 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan. Dan Bagaimana 

Pemerintahan Nagari saat ini dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 menyangkut keuangan nagari. Serta perubahan dari desa ke 

nagari menyebabkan perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintah dan 

peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun perubahan kewenangan, fungsi 

dan tugas masing-masing lembaga dalam Pemerintahan Nagari. 

 
29 Amaliatulwalidain, Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem 

Pemerintahan Nagari dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat, (Fakultas 

Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri) 

30 Refdiana, Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan 

Diberlakukanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari 

Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera 

Barat), (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 
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Skripsi yang disusun oleh Umi Khusrini tentang Peran Perempuan Di 

DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam Siyâsah Syar’iyyah.31 Skripsi ini 

diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Kemudian skripsi ini membahas tentang peran anggota 

legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan selama 

mereka menjabat sebagai anggota legislatif (DPRD) khususnya di Kabupaten 

Banjarnegara periode 2014-2019 yang ditinjau dengan Siyâsah syar’iyyah. 

Dari tulisan-tulisan di atas mempunyai kesamaan dari pembahasan yaitu, 

sama-sama membahas tentang BAMUS nagari, Bundo Kanduang, tokoh 

perempuan dan peranannya. Letak perbedaannya terdapat pada obyek penelitian. 

Di mana obyek yang akan diteliti adalah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 

2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari Pasal 12 ayat (1). 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan suatu pisau analisis yang digunakan untuk 

membuat karya ilmiah. Maka untuk menjawab permasalahan penyusun 

menggunakan teori Al-‘âdatul Muhakkamah dan Siyâsah Dusturiyyah, yaitu: 

1. Al-‘âdatul Muhakkamah  

a. Pengertian 

Secara bahasa, al-‘âdah diambil dari kata al-‘aud yang berarti berulang. 

Oleh karena itu, secara Bahasa berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang 

 
31 Umi Khusrini, Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam 

Siyâsah Syar’iyyah, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) 
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dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi 

kebiasaan. 

Secara terminologi, ‘âdah adalah sebuah kecendrungan (berupa ungkapan 

atau pekerjaan) pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada 

obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. 

Ringkasnya al-‘âdah disebut demikian karena dilakukan secara beruang-ulang, 

sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.32 

b. Macam-Macam Al-‘âdatul Muhakkamah 

Ulama ushul fiqih menyebutkan tentang macam-macam adat. adat mendapa 

tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak 

bertentangan dengan hukum-hukum syari’at yang berlandaskan dalil hukum yang 

sah, baik al-Qur’an maupun sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dalam 

masyarakat. ‘Âdah/’urf dapat terlihat dari beberapa aspek: 

1) ‘Âdah/’urf dilihat dari segi kualitas (baik dan buruk).33 

2) Adat apabila dipandang dari segi sifatnya. 

3) Adat yang dipandang dari segi ruang lingkupnya.34 

c. Kaidah Al-‘âdatul Muhakkamah 

1)  Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan, 

argument, dalil) yang waib diamalkan. 

 
32 Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 153 

33 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama, 1942) hlm. 123 

34 Ibid, hlm. 100 
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2) Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) hanyalah adat 

yang harus terus menerus berlaku. 

3) Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal 

oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.35 

4) Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan 

dengan suatu syarat. 

5) Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash. 

6) Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang 

tidak berlaku dalam kenyataan. 

7) Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti 

menurut adat. 

Kemudian, sebagaimana telah dikeahui bahwa akulturasi antara Islam 

dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang 

menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat 

ditemukan dalam kaidah-kaidah fiqih yang menyatakan:36 

 العادة المحكمة 

Artinya: “Adat kebiasaan sebagai sumber (landasan) hukum” 

 

 

 
35 Dzauli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah Yang Praktis, Cet. 2, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 85 

36 Saiful Jazil, Al-Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum 

Islam, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel) hlm, hlm. 320 
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2. Siyâsah Dustûriyyah 

Menurut Ahmad Fathi Bahansi, siyâsah syar’iyyah adalah peraturan yang 

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia berdasarkan syara’.37 Siyâsah 

syar’iyyah merupakan otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang 

dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, 

meskipun tidak ada dalil yang mengaturnya.38 Artinya seseorang yang menjadi 

atau duduk di bangku pemerintahan diharuskan membuat kebijakan melalui 

ijtihad, karena ijtihad merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan. Hal ini termasuk ke dalam ajaran Islam yang terdapat 

dalam al-Qur’an dan Sunnah beserta Batasan kuantitasnya dan tidak mungkin ada 

tambahannya. Seiring perkembangan zaman bertambahnya masalah-masalah baru 

yang muncul dihadapi manusia, maka diperlukan ijtihad untuk mencari ketetapan 

hukum masalah yang belum ditemukan ketentuannya dalam al-Qur’an dan 

Sunnah.39 

Dalam ajaran Islam pemerintahan adalah amanat, yaitu sesuatu yang 

diberikan atas kepercayaan oleh rakyat kepada pemerintahan agar dilaksanakan 

sebaik-baiknya. Manusia sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk 

mengemban tugas kekhalifahan, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan 

 
37 A. Djazuli, Fiqih Siyâsah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 1 

38 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam, (Jakarta: Erlangga 2008) hlm. 20 

39 Ridwan HR, Fiqih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan (Yogyakarta: FH UII 

Press, 2007) hlm. 97 
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untuk saling bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan amar ma’ruf 

nahi mungkar demi menciptakan tatanan dunia yang baik, benar dan damai.40 

Suyuti Pulungan menyebutkan dengan Al-Mawardy bahwa Siyâsah 

Syar’iyyah tidak terfokus kepada satu obyek, melaikan membahas bidang siyâsah 

dustûriyyah (perundang-undangan), siyâsah mâliyah (keuangan), siyâsah 

qadhâiyah (peradilan), siyâsah harbiyah (peperangan), siyâsah idâriyah 

(administrasi). Kemudian mengutip Abd. Wahab Khalaf bahwa siyâsah 

syar’iyyah membahas tiga bidang, yaitu siyâsah dustûriyyah (perundang-

undangan), siyâsah kharijiyah (hubungan luar negeri), siyâsah mâliyah 

(keuangan).41 

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada siyâsah dustûriyyah, bahwa 

Siyâsah Dustûriyyah merupakan suatu bagian dari kajian fiqih Siyâsah yang 

membahas tentang prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi 

pemerintahan sebuah negara termasuk di dalamnya perundang-undangan, 

peraturan, dan adat istiadat yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan 

terpenuhinya kebutuhan manusia. Pembahasan mengenai Siyâsah Dustûriyyah 

tidak bisa dilepaskan dari dalil-dalil kully, yaitu al-Qur’an dan hadis, maqûsid 

syari’ah serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.42 

 
40 Badriyah Fayumi, Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam), (Jakarta: Tim 

Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001) hlm. 30 

41 Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet. IV, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1999) hlm. 39-40 

42 Ibid, hlm. 47 
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Salah satu kajian penting dalam Siyâsah Dustûriyyah adalah persoalan 

rakyat dan hak-haknya. Menurut pendapat Abdul A’la Al-Maududi bahwa hak-

hak rakyat adalah, a) perlindungan terhadap hidup, harta dan kehormatannya; b) 

perlindungan terhadap kebebasan pribadi; c) kebebasan menyatakan pendapat dan 

berkeyakinan; dan d) terjamin kebutuhan pokok hidup, dengan tidak membedakan 

kelas dan kepercayaan.43 

Menurut Ahmad Wahab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam 

perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan dasar atas hak-hak asasi 

manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di 

mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan 

dan agama.44 

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, 

aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang 

berkaitan dengan hak-hak rakyat. Dengan demikian, fokus kajian Siyâsah 

Dustûriyyah adalah mengenai seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia 

pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat manusia sesuai dengan tuntutan syari’at.45 

 
43 Ibid, hlm. 64 

44 Abd. Wahab Khalaf, Al-Siyâsah Al-Syari’ah, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997). hlm. 25-40 

45 Muhakki, Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyâsah 

Dusturiyyah), Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 1 Nomor 2, Oktober, (2011). hlm. 

139 
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F. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh 

kebenaran atas suatu masalah melalui metode ilmiah.46 penelitian merupakan 

suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi, yang dilakukan 

secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan 

metode atau tatacara tertentu. Sistematis merupakan penelitian yang dilakukan 

berdasarkan suatu sistem. Konsisten merupakan tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.47 Dan Oleh karena itu, digunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah dan penelitian pustaka (library research). 

Penelitian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait 

penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh 

data penelitiannya.48 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi 

masalah tertentu.49 Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan 

 
46 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian, Cetakan II, hlm. 4 

47 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010) hlm. 42 

48 Mustika Zed, Metode Penelitian Perpustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004). 

hlm 2-3 

49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 10 
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persoalan yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam tradisi Bundo 

Kanduang dan pemerintah daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap 

lembaga Bundo Kanduang di Minangkabau. 

Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang 

eksistensi dan pembahasan terkait Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. 

3. Sumber Data 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu 

dengan cara meneliti dan menelaah data kepustakaan sebagai sumber primer dan 

didukung sumber sekunder sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer meliputi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten 

Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, dan buku 

yang membahas tentang Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan Bundo 

Kanduang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang dapat mendukung data 

primer untuk memperkuat data, dan diambil dari jurnal, artikel, dan pendapat para 

ahli dan lain-lain, yang relevan dengan obyek penelitian. 
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4. Analisis Data 

Analisis data merupakan kerja yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan 

daya pikir optimal.50 Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah 

analisis-deskriptif Kualitatif, yakni berdasarkan teori-teori yang relevan,51 dengan 

metode analisis berdasarkan data yang diperoleh dan di tinjau dengan teori Al-

‘âdatul Muhakkamah dan teori Siyâsah Dustûriyyah. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis. Pendekatan 

normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan 

menelaah teori, konsep Al-‘âdatul Muhakkamah dan konsep Siyâsah Dustûriyyah 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Memaparkan materi secara sistematis 

melalui sumber literatur untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian 

data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dapat ditarik kesimpulan 

secara deduktif, yaitu data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.52 

 

 

 

 
50 Suratmatman dan H. Philip Dillah, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan II, (Bandung: 

Alfabeta, (Anggota IKAPI), 2014) hlm. 144 

51 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, Cetakan I, (Yogyakarta: Kurnia 

Kalam Semesta, 2003) hlm. 10 

52 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ….. hlm. 10 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul “Bundo Kanduang dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Pemerintahan Nagari”, maka sistematika penulisannya tersusun dari beberapa 

susunan, yakni: 

Bab I, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini 

berisi alasan diangkatnya judul tersebut dan tata-cara penyelesaian masalah dalam 

penelitian. 

Bab II, merupakan penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori 

dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas. 

Fokus pembahasan mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan seperti, 

teori Al-‘âdatul Muhakkamah dan Siyâsah dustûriyyah. 

Bab III, merupakan uraian Perempuan dan Pemerintahan Nagari di 

Minangkabau yang mencakup uraian Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah, 

serta Perempuan di Minangkabau, kemudian Bundo Kanduang dalam adat 

Minangkabau. 

Bab IV, isi dari bab ini merupakan analisis data yang diuraikan tentang 

analisis terhadap Penetapan perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pemerintahan Nagari dengan sub-sub judul analisis eksistensi perempuan dalam 

tradisi Bundo Kanduang di Minangkabau dan analisis permerintah daerah 
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menerapkan perlindungan hukum terhadap lembaga Bundo Kanduang dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pemerintahan Nagari Perspektif Siyâsah Dustûriyyah. 

Bab V, merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi sebuah kesimpulan 

dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan yang telah dianalisis di 

dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, di dalam bab ini ada beberapa saran subjek 

dan obyek penelitian, hal itu dilakukan untuk kebaikan yang bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah menerapkan 

perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kab. 

Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Dalam 

menjawab itu penelitian ini membahas dua hal: 

1. Pandangan Al-‘âdatul Muhakkamah terhadap Eksistensi Perempuan dalam 

Tradisi Bundo Kanduang di Adat Minangkabau 

Berdasarkan sistem hukum adat Minangkabau posisi dan kedudukan 

perempuan telah merealisasikan tujuan-tujuan syari’at. Sebagaimana yang telah 

disebutkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Bentuk 

realisasi ini, menjadikan terdapatnya akulturasi antara agama dan budaya lokal di 

sisi metodolgis untuk diakomodasi eksistensinya. 

Menurut sistem matrilineal yang menetapkan garis keturunan menurut garis 

keturunan ibu, hal ini merupakan suatu hak dan keutamaan khusus diberikan 

kepada perempuan Minangkabau. Baik dari kedudukan dan posisinya di tengah 

masyarakat dan keluarganya. Sebagaimana dalam adat Minangkabau perempuan 

mengkategorikan perempuan menjadi dua kategori penting. Yaitu, perempuan 

sebagai personaliti perempuan sebagai institusi. 

Dengan demikian perempuan dalam kehidupan masyarakat seiring 

berkembangnya waktu peranannya tidak hanya sebatas di keluarganya. Akan 

tetapi perempuan telah diberikan hak dan kepercayaan untuk memasuki berbagai 
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bidang, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Hal ini terlihat jelas dengan 

keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabungnya dalam institusi 

masyarakat, serta bergabung dalam struktur Pemerintahan Nagari. 

2. Pandangan Siyâsah Dustûriyyah terhadap Pemerintah Daerah Menerapkan 

Perlindungan Hukum kepada Bundo Kanduang 

Berdasarkan pandangan hukum Islam, dalam Perda Kab. 50 Kota No. 

2/2013 masih terdapat kekurangan yang dapat membuat pemahaman terkait bundo 

kanduang masih ambigu dan terancam hak-haknya dalam struktur Pemerintahan 

Nagari. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah belum secara jelas menerapkan 

perlindungan hukum terhadap Bundo Kanduang dari sisi materi Peraturan. 

Padahal dalam membuat suatu peraturan lembaga legislatif harus melihat segi asas 

dan tujuan suatu undang-undang, dan seharusnya setiap pasal dan ayat harus pasti, 

jelas, serta harus detail materil dan substansinya untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum. 

Islam sendiri telah menjamin kedudukan dan memberikan perlindungan 

kepada Bundo Kanduang supaya hak-haknya terlindungi dan terhindar dari 

diskriminasi. Akan tetapi upaya-upaya untuk memenuhi tersebut dalam Perda. 

Kab. 50 Kota No.2/2013 belum secara jelas memberikannya dari segi materi 

peraturan. Namun, kedudukan dan perlindungan yang terdapat pada hukum adat 

Minangkabau telah secara jelas memberikan pelindungan hukumnya.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, hal-hal yang mejadi harapan 

ditujukan kepada: 
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1. Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Khususnya Kabupaten Lima Puluh 

Kota 

Pemerintahan Daerah selaku Lembaga legislatif tingkat daerah untuk dapat 

melihat kembali materi Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 

2013 tentang Pemerintahan Nagari. Jika ditemukan hal-hal yang belum jelas dan 

memerlukan penjelasan yang lebih, maka diharapkan untuk melakukan revisi 

terhadap Peraturan Daerah ini. Dan juga diharapakan melalui Peraturan Daerah 

atau peraturan di bawahnya ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

Bundo Kanduang mengingat keutamaannya di tengah masyarakat, serta hak-

haknya agar bundo kanduang lebih terpelihara. 

2. Akademisi yang akan melanjutkan membahas terkait Bundo Kanduang dan 

menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi. 

Penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, diharapkan kepada akademisi 

untuk melanjutkannya dan atau memberikan kritikannya. Hal itu, akan menjadi 

salah satu cara untuk mengetahui apakah ada kekeliruan dalam penelitian ini. 
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